LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 20 Tahun 2000 ; Serie : D WNornor 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUNMN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSL
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KAEBUPATEN MAGEILANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATYX MAGELANG
Menimbang + a. bahwa tujuan otonormni  dasran adalan

peningkatan kesejahteraan rakyet, pemeratzaan dan
‘keadilan, demolydsi dan penghormatan terhadap
hudaya lokal dan memperhatikan potensi yang ada di
Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Daeah Tingkat I
Magelang Nomor : 17 Tahun 1332 t2ntang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah;Dasran

. Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang dan
Sekretariat Cewan Perwakian Rakyat Daerah Tinckat
I1 Magelang ;

b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut
tersebut pacla huruf a berpedoman pada Undang-
undang Momor 22 Tahun 1399 tentarq Pemerintan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tertang Kewenangan Pemerirtah dan Kewenangan
Propingi  sebagai Daerah Otonom, dar. Peraturan
Pemerintah Nomor B4 Tahun 2000 lentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ;
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c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu
disusun tersendii  Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang tentang Pernbentukan, Kedudukan, Tugas |
Fokok, Fungsi dan Strultir. Organisasi  Sekretariat
Daerah Kabupaten Magelang.

Mangingat + 1. Undang-undang Nemor 13 Tahun 1950  Jis
: Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Fernbentukan  Caerah-daerah Kabupaien
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Beiita ’
Negara Tahun 1950) dan Peraturan Permerintah
Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemirdahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat [1 Magelang dari Wilayah
kKotamadya [aerah Tingkat (1 Magelang lke
Kecamatan Murigkid di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982

Nomior 36) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun §9939 tentzng
Pernerintahan Daerah (Lembaran Megara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornar

3639) ;

3. Undang-undang Ncmor 25 Tahun 1999 tentang
Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lernbaran Negara  Nomor 75 Tahum
1999, Tambahan Lembaran Megara Nornor 3851) ;

4. Undang-uncang Ncmor 43 Tahun 1999 tentang .
Ferubahan atas Undang-undang MNMomor & Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Megara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 3890);

5. Feraturan Pemerintan Nornor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propind
sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 54 );
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6. Persturan Pernerintah MNomor 84  Tahun 2000
tertang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

DENGAN PERSETUIUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAERAH
IKABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKHAN

Menetapkan  © PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKQOK, FUNGST DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj, yang dimaksud dengan -

a.  Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;

b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mageiang;
c Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang,;

d Kepala Daerah adalah Bupati Mageland;

e.  Bupati adalah Bupati Magelang
[

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
. Daerah Kabupaten Magelang;

9. SETDA acalah Sekretarlat Daarah Kabupalen Mageland;
h. SEKDA .acalah Sekretaris Daerah Katupaten Magelang;
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i.  Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang,

Jabatan Fungsional adakh keducdukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri Sipi
dalam satuan organisasl yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahllan dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat
rnancliri;

K. Peraturan Daerah aclalah Peraturan Daerah Kabupaten Mageang. . |

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang.

BAE TIX
ORGANISAS] SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA  adalah

_unsur staf yang berada dibawah dan bartangjungjawab  kepada
Bupiti. '

(2)  SETDA dipimpin oleh seorang Sekrelalis Dacah.
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Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 4

SETDA mempunyal tugas frembantu Kepala Caerah  dalam
melaksanakan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan,  administrasi,
organisasi dan tala laksana serta memberikan pelayanan administratf
kepada s2uuh Perangkat Daerah,

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Untuk menvelenggarakan tugas tersabut pada Pasal 4, SETDA mempunyal

fungsi :

a. Pengkcordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah |

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintanan;

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasaraaa can sarana
Pemerintahan Caerah;

d. Pelzksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesuai cenga
tugas funcsinya;

Bagian Keempat
ETRUKTUR CRGANISASI
Pasul 6
(1) SteMar Organieas SETDA, terdi i dan ¢
a. Aseten Adminisiesd,

bh. Assten Pamerintahan dan Pembangunan,
¢. Keiompolk Jabatar, Furguional,
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(2) Masing-masing Asisten sebagalamana dimaksud pada ayat (1),
rnembawahi:
a. Asisten Administrasi, meliputi :

1. Bagian Kepegawaian, terdiri darl :
a) Sub Bagian kepangkatan;
b) Sub Bagian Mutasi;
¢) Sub Bagian Pengembangan:
d) Sub Bagian Pendidikan dan Latinan.

2. Bagian Ovganisasi, terdiri dari :
a) Sub Bagian Tata Laksana;
b) Sub Bagian Peningkatan Kinerja;
¢) Sub Bagian Analisa Kelermbagaan.

3. Bagian Keuvangan, terdiii dari :
2) Sub Bagian Anggaran;
b) Sub Bagian Pembukuan;
¢) Sub Bagian Perbendaharaan,
d) Sub Bagian Verifikasi.

4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pengadaan;
b) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
¢) Sub Bagian Penyirnpanan dan Distribusi.

5. Bagian Urnum, terdivi dari -
2) Sub Bagian Rumah Tangge,
b) Sub Bagian Protokel;
¢) Sub Bagian Tata Usaha can Kewangan;
d) Sub Bagizn Sandi dan Telekomanikasi,

_. b. Asisten Pernerintanan dan Fernbengunan, mel putl

1. Bagian Tata Pemerirtahan, @din dar :
a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
) Sub Bagian Pemenntahan Umum,
c) Sub Bagian Kelemoagean, Perangkat dan Adminstiasi
Desa,
d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekaygan Desa.
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2. Bagian Hukum, terdiri dar :
a) Sub Baglan Perundang-undangan dan Badan Hukum;
b) Sub Baglan Bartuan Hukum;
c) Sub Bagian Informasl Hukum;

3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdirl dar :
a) Sub Bagian Infarmasi dan Publikasi;
b) Sub Bagtan Peran Serta Masyarakat,
¢) Sub Bagian Dekumentad dan Perpustakaan.

. 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdinl dari
a) Sub Bagian Sosial;
b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
c) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berercanz dan
Pembeidayaan Perempuan,
d) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transinigras:.

5. Bagan Peiekoromian, terdiri dari
a) Sub Bagian Koperasd, Uszha Kecil Menengah dan
Transporizasi,
b) Sub Bagian Perbankan dan Perusahaan BUMD;
c) Sub Bagian Pertambangan dan Penanaman Modal,
d) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan.

6. Bagian Pengenclalian Pembangunan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Pengendalian P2mbangunan Ekoncmi;
b) Sub Bagian Pengendalian Pambangunan Sosial Budays;
c) Suo Bagian Pengendalian Pambangunan Fisik dan
Preserana,

‘} Bagan Stubtur  Orjanisasl  achlah sebagaimana terdamoalr dan
rerupakan ampiran yang tidax eipisahban dar Persturan Dasran
ini.

BAEB TV
KETENTUAN LANN-LAXN

Pasal 7

li’l  Perincian Tugas dan Tata Keja SETDA, diatuy lebih lamut dengad
Keputusan Kepala Daerah,
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(2)  Formasi dan Persyaratan jabatan pada SETDA ditstapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah sesual dengan ketertuan peraturan
Perundang-undancian yang berlaku.

(3) Terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini
akan diadakan evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja

SETDA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dzerah
Kabupeten Daerah Tingkat II Magelang Norncr 17 Tahun 1992 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kzbupaea
Dasrah Tingkat 11 Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Raigat
Dasrah Tingkat 11 Magelang dan ketentuan-ketentuan Ilain yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

Pasal 9

Peratuan Dazrah ini mulai berlaku pada tanggal diundang<n.

Agar supaya setap orang dapat mengetahuinya memeiintzhian .

pengundangan Peraturan Caerah inl dengan penempatannya  calam
Lernbaran Daerah Kabupaten Magelgng.

Ditetapkan di Kota Munghkid.
Pada tanggal 22 Desainber 2200

BUPATT MAGELANG
TTD.

L]

DRS. H. HASYIM AFANDL

¢
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piundangkan dalam Lembaran Dagrah Kabupaten Maqgelang
Nomor 20 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Desernber 2000
Seri D ; Nommer 14 7
Sekretaris Daerah
Ttd.

.- 5 ) '.u"

Pembina Utama Muda a ;
NIP. 500 024 4¢0

N
i
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POIKOK, FUNGST,
DAN STRUKTUR ORGANISASL SEKRETARTAT DAERAH

KABUPATEM MAGELANG

UH“" L]

1.

2'

Dasar Pemikiran.

Bahwa sejak diterbitkankanrya Undang-undang Nemcor 22
tanun 1999 lentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada
BAB V Bagian kesebelas, Pasal €0, 61 dan 63 Junto Pasal 11
t2iah mernkerikan kewenangan pada Dasrah Kabupaten untuk
meanyusun  kelembagaan  sebagai  Perangkat Dazerah.
Penyusunan Organisasi Perangkat: Daerah Kabupaten Magelang
telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 zhua
Z000 tentang Fedoman Organisasi Perangkat Daerah. Salah
satu yang temrnasuk Perangkat Deerah adlalah Sekretariat
Daerah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerzh inj,
sehingga Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1952 tentang
Struktur Organsesi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magielang dan Sekretaniat Dewan
Perwacilan Rakyat Daerah Tingkat 11 Kabupaten Magelang

L)

perfu ditinjau kernbalh dan  disesvakan dengan Peramui.\
L

Pernesintah Ncrnor 84 tahun 20C0 serta dlsesumL‘m denga
kebutuhan Daerah |

Strukdur Organisasi Sekretariat Daeral.

Dalarn Stiuktur Crganisasl Sekda ini terdin dari Sekretans
Daerah yang dibantu oleh Asisten dan Assten membawahi
Baglan—-Bajiun dan Bagan membawahi Sub Bagian. Agar
beban kerja serta rertang kendali dark masing-masing Asis:en
dapat. dilaksanakan dergan efsktif, maka perlu pembagian
tugas yang selmbang.
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3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta
bertugas membantu  Bupatl  dalam  penyelenggaraan
Pamerintahan, Administrasl, Organisasl dan Tata Laksana serta
memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh Perangkat
Daeran.

Dsamping ity Sekretariat Daerah juga memnpunyai fungsi
pengkoordinasian  dan ' perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah serla penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
sumber .caya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintah daerah atau tugas-tugas lain yang diberikan clen
Bupati calam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi
Daeran. Ini berarti Sekretariat Daerah memiliki kewenanazn
yang menyeluruh .dalam  penyelenggaraan pemerinianan
daerah di bidang . kegiatan pengkoordinasian psrumusan
kebijakan bahkan pemantauan akas pelaksanaan wewenang
dan tanggung jawab Bupati yang Cciselenggarakary

dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas,
Fasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasel 6 Cukup jelas,
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cupuk jelas.

T
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1I1. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibshas dalam Panitia khusus

Dewan Perwakilan Rakyst Daerah - pada Tenggal 28, 23, 30
Mopember dan Tanggal 6, 7 Desember 2000 serta telah mendapat
persetufuan Deswan Perwakilan Rakyat Dasrah dengan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Nomor 90 Tahun 2000 Tanggal 18
Desember Tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan .
Dacrah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi can Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

@ st 0l
S
e
i
]
-
»—

Dipindai dengan CamScanner



ST LR R

LAMPIRAS PERATURAN BALRAT KABUE 1% MAGELANG

gAGAN STRURTUR URGANISASI S AT iy N 2000
SERRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGILANG AN R RO B
— AT e
|
|
|
e o — !
e |
—— WA i
' PO I L o S T N 1
R A
) T
i R ETTERN [{u#.?-n.u
2 TP
" S ! RS = :
-y T, i i 1 == I 1 | p— it ik |
i i1 i ey [CES Y [T [T PG B v T et | 3 i-l e
FEAGANSN | | ORGeseS | LGN AL E e LA TATA HUBL “"’}-‘::"J} ‘ﬂ;:"';"'": l“'" e - it
.'-————-—i r e e -‘ e . '
] | ] i .
[ i | | e tiG A B ol 2B TG (| = hba |
! wmoeame | || SesReaEa I B 0 A B GTONI PER Ly [y o] | e Eecsme | || ecet s Ll T R T
L T e B L? A | PR B TaraiA M peFAes | e Ea n L 'i e i1 nom Bl as
'! |r 3 [ X A AP | : o T LT TR W
________ o e B -
N g 3 1! Somaan | =8 UG EYTrany B [_“M_t el | | I
sl J' un-uu . B TS AL IEA 15 B A TEMCEINTR T k) FERTa T L bl AN
i R ‘ Y - 3 L WEBUTURa | 7] oRoToRoL M e § LI B 1 i s | [} oo I H]HJ‘:‘H‘-I SR ST
! H , ! e PR =
;-f__ —— [L_._.._ J "'“mu.'_. e | ||
! L e o | y | e -
] A -- Wl Erg " A 3 B A R SURTIRG M SN RGNS aEnmean | | [ aeesas | [ aesce ] . Pt
| IT -:r-n.-u g L2 r-llll-l'lz..‘--l-‘.-:-.r ] [E3H -..F.u.m:i TATA;'E#:: m PO L [ a0 % ORI WET A ST N e ]‘ fllh e o
s o HLEERT f g | Do | [T PORMERATS | ] A [ P | ] B [ Y
I AL AFNGT. (SR FEAFLET e s oAU | s s
R = Mlm FIGT. | 8 i ,__.._.._J'n
] s = (B el Favandd
L ieaeaireas Lj BT T 'EI..;E;I-‘M Vﬁﬁlﬂ* TI?MFH"#-I[ il F'Wr;i:'ﬂ ] - ‘
i = f o TOLE a1 [ ] =Y
. | j | R %ﬂ‘ TRaM, fen F t ket
[ L =y s marmmm b sEalmid i |
WS, 4 |
LS
F
| =1
e . BUPATI
=
' 1 ¥

A

Dipindai dengan CamScanner




